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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Fikih Muamalah terhadap praktik pinjaman online dalam
konteks keuangan Islam. Dengan merinci fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/IX/2018, penelitian ini menyajikan hasil analisis berdasarkan
perspektif figih muamalah dan diperkuat dengan fatwa DSN MUI terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus
dipatuhi dalam pinjaman online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online yang sesuai dengan
ajaran Islam harus bebas dari riba, menjunjung tinggi transparansi dan keadilan, serta memberikan manfaat
sosial yang nyata. Selain itu, risiko yang terkait dengan pinjaman online juga dibahas, memberikan peringatan
kepada individu agar berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan layanan ini. Penelitian ini memberikan
kontribusi dalam pemahaman praktik pinjaman online dari perspektif Fikih Muamalah dan memberikan landasan
bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kata Kunci: Pinjaman online, Fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI

Abstract

This research aims to analyze Fikih Muamalah's views on online lending practices in the context of Islamic
finance. By detailing the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)
number 117/DSN-MUI/IX/2018, this research presents the results of an analysis based on the muamalah figh
perspective and strengthened by the DSN MUI fatwa on sharia principles that must be complied with in online
loans. Research findings show that online loans that comply with Islamic teachings must be free from usury,
uphold transparency and fairness, and provide real social benefits. Additionally, the risks associated with online
loans are also discussed, warning individuals to be careful and judicious in using these services. This research
contributes to the understanding of online lending practices from the perspective of Muamalah Figh and provides
a foundation for the development of a financial system that is more in line with Islamic sharia principles.

Keywords: Online loans, figh muamalah, implications of Fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN
Rasulullah SAW diutus ke dunia dengan tujuan utama untuk menghilangkan kebodohan dan

ketidaktahuan. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui pengenalan kebijakan ekonomi yang
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bersifat inklusif. Rasulullah SAW mengembangkan kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk
hukum, politik, interaksi sosial, dan sektor ekonomi. Beliau memberikan perhatian khusus terhadap
masalah ekonomi yang dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam memperkuat keyakinan umat.
Inilah sebabnya, Rasulullah SAW menggagas dan mengimplementasikan serangkaian kebijakan sosial
yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi umat. (Firman Muhammad
Abdurrohman Akbar, 2023 : 1-12)

Pesatnya kemajuan teknologi telah memasuki masyarakat ke dalam era digital yang mengubah
lanskap transaksi jual beli dan aktivitas lainnya, yang sekarang bisa diakses melalui beragam aplikasi
modern. Selain itu, revolusi teknologi ini juga mengubah cara manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari
mereka, termasuk dalam konteks pinjaman dan peminjaman dana. Pinjaman online telah mengalami
perkembangan yang signifikan dalam dunia keuangan modern sebagai akibat dari kemajuan teknologi
digital. (Yoyo Sudaryo, 2019 : 177-192).

Jumlah peminjaman uang yang sangat tinggi pada tahun 2018 mencapai 11,68 triliun rupiah pada
bulan Agustus 2018, menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menunjukkan
bahwa teknologi keuangan sangat memengaruhi bagaimana pinjaman diberikan dan bagaimana orang
dapat mengaksesnya untuk kepentingan mereka. (Yudha dan Ana Toni Roby Candra : 2021) Melalui platform
online, individu dan bisnis dapat dengan mudah mengakses sumber pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan finansial mereka. Praktik ini telah mengubah lanskap peminjaman tradisional dan memberikan
peluang baru bagi peminjam dan pemberi pinjaman. (Budi Raharjo, 2021 : 1-299)

Namun, dalam konteks fikih muamalah, yaitu ilmu hukum Islam yang mengatur transaksi
keuangan dan ekonomi, timbul permasalahan terkait keabsahan dan implikasi hukum pinjaman online.
Untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan syariah, umat Muslim menggunakan fikih muamalah
sebagai pedoman penting. Dalam hal ini, penting untuk memahami perspektif dan aturan dari lembaga
keagamaan seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI
bertanggung jawab untuk menetapkan aturan dan peraturan syariah terkait praktik keuangan. Mereka
menerbitkan fatwa-fawa yang memberikan arahan hukum yang mengikat bagi umat Muslim.

Salah satu fatwa yang relevan dan menjadi perhatian dalam konteks pinjaman online adalah
Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Fatwa ini secara khusus membahas praktik pinjaman online
dan memberikan panduan tentang kelayakan dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip
syariah. Implikasi hukum dari fatwa ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat, perusahaan
fintech, dan pihak berwenang dalam mengatur dan menjalankan pinjaman online yang sesuai dengan
ajaran Islam. (Anwar : 2020).

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 yang mengatur Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah disusun atas dasar pertimbangan yang sangat penting.
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Perkembangan pesat layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia, terutama yang
ditujukan untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan akses dana
yang cepat, sederhana, dan efisien, memperlihatkan urgensi penyediaan penjelasan terkait peraturan
dan batasan hukum yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mempertimbangkan
kebutuhan masyarakat Indonesia akan pemahaman yang lebih jelas mengenai tata cara dan batas hukum
terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI
merasa perlu menerbitkan fatwa ini sebagai panduan dalam mengatur layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang
Akad Qardh Fatwa ini didasarkan pula pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. al-Ma‘idah (5):1 dan QS. al-
Isra’ (17):34, yang menjadi landasan hukum dalam pengaturan layanan tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 mengenai Akad Qardh menguraikan konsep Akad
Qardh sebagai perjanjian pinjaman di mana pihak yang memberi pinjaman memberikan dana kepada
pihak penerima pinjaman dengan persyaratan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan jumlah
tersebut sesuai dengan persetujuan mengenai tenggat waktu dan metode pengembalian yang telah
disepakati.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 berisi penjelasan mengenai prinsip dan peraturan
yang terkait dengan Akad Qardh. Akad Qardh merujuk pada perjanjian pinjaman dimana pihak yang
memberi pinjaman menyediakan dana kepada pihak yang menerima pinjaman dengan ketentuan bahwa
penerima pinjaman diwajibkan mengembalikan jumlah tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah
disepakati, baik dalam hal tenggat waktu maupun cara pengembalian dana tersebut.

Fatwa ini memberikan penjelasan dan pedoman bagi umat Islam dalam mengatur pinjaman
dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Prinsip dasar dari akad Qardh adalah memberikan bantuan
keuangan kepada yang membutuhkan tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan bagi Pemberi
pinjaman. Ini berbeda dengan sistem pinjaman konvensional yang melibatkan bunga atau biaya
tambahan yang harus dibayar oleh Penerima pinjaman.

Dalam akad Qardh, Pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan
tambahan atau bunga sebagai imbalan. Penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan
pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik dalam hal waktu pembayaran
maupun metode pembayaran yang telah ditetapkan. Penerima pinjaman juga tidak diperbolehkan untuk
mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih tinggi dari yang telah dipinjamkan. Fatwa ini
menegaskan pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi keuangan, khususnya
dalam hal pinjaman. Tujuan dari fatwa ini adalah untuk memastikan keadilan, kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip syariah, serta melindungi hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad
Qardh. (Syahrul Mubarak : 2019)
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Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mendalaminya dalam konteks zaman yang terus
berkembang, memaparkan fenomena pinjaman online yang semakin merajalela dalam masyarakat
modern. Dalam kerangka ini, penelitian akan mengeksplorasi dampak teknologi dan transformasi digital
terhadap praktik keuangan, dan bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) merespons perubahan ini. Salah satu aspek kebaruan utama penelitian ini adalah analisis
mendalam terhadap fatwa DSN-MUI terkait pinjaman online. Penelitian akan menyorot proses pembuatan
fatwa, pertimbangan, dan diskusi di balik pandangan DSN-MUI terhadap praktik pinjaman online,
menawarkan wawasan yang kaya tentang landasan fikih yang digunakan. Keberuan juga muncul dalam
konteks implikasi teknologi terhadap fikih muamalah, di mana penelitian akan menyelidiki bagaimana
kemajuan teknologi menciptakan transaksi baru yang belum diakomodasi dalam literatur fikih muamalah
tradisional. Perspektif hukum dan etika akan diungkapkan melalui pembandingan pandangan DSN-MUI
dengan nilai-nilai etika Islam dan pandangan hukum serta etika lainnya, menciptakan ruang untuk refleksi
kritis. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi relevansi fatwa DSN-MUI dengan realitas sosial,
khususnya terkait perubahan perilaku konsumen dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan
pendekatan interdisipliner yang mencakup fikih muamalah, ekonomi, hukum, dan sosiologi, penelitian ini
bertujuan untuk menyajikan pandangan yang komprehensif terhadap isu-isu seputar pinjaman online

dalam kerangka perspektif fikih muamalah.

METODE

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penulisan
kepustakaan, yang sering disebut sebagai "research library." Penelitian ini didasarkan pada peninjauan
dan analisis mendalam terhadap berbagai referensi dan sumber kepustakaan yang memiliki relevansi
dengan topik penelitian. Langkah awal dalam penelitian ini adalah menetapkan tujuan penelitian, yang
secara khusus adalah memahami Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap praktik pinjaman
melalui internet dari perspecktif fikih muamalah. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar analisis
diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, makalah ilmiah, fatwa-fatwa, serta
literatur terkait lainnya. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan mendalam untuk memahami
bagaimana fatwa tersebut memengaruhi praktik pinjaman online dalam kerangka hukum Islam. Penelitian
ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-
MUI/IX/2018, sambil menghindari plagiarisme dengan merujuk dan mengacu pada sumber-sumber yang
relevan dan memberikan kontribusi orisinal terhadap literatur yang ada.

Selanjutnya, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui peninjauan
referensi yang mencakup berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa, laporan

penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Referensi yang terpilih untuk
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digunakan dalam penelitian adalah yang memenuhi kriteria kualitas dan relevansi tertentu. Data yang
telah terkumpul dari referensi tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis. Dalam
tahap analisis, penulis mencari pola-pola, tema-tema, dan perbedaan-perbedaan yang muncul dalam
literatur yang berkaitan dengan praktik pinjaman online dalam fikih muamalah dan juga bagaimana Fatwa
DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 mempengaruhi pemahaman dan implementasi praktik tersebut.
Dengan demikian, data yang terkumpul melalui peninjauan referensi tersebut menjadi landasan yang kuat

untuk mendukung analisis dan argumentasi dalam penulisan paper ini.

PEMBAHASAN
Analisis Pinjaman Online Perspektif Fikih Muamalah

Fenomena pinjaman online atau pinjol yang saat ini banyak digunakan sebagai solusi cepat
mengatasi masalah keuangan. Namun, dalam prakteknya, banyak orang yang terjerat hutang dan
menghadapi kesulitan melunasi pinjaman karena tingginya tingkat bunga yang dikenakan (Muhammad
Amin : 2021). Dalam perspektif Islam, pinjaman online atau pinjol dianggap sebagai kegiatan yang
meresahkan dan melanggar prinsip-prinsip muamalah. Hal ini disebabkan oleh pengenaan bunga yang
tinggi pada pinjaman tersebut. Dalam Islam, bunga atau riba dianggap sebagai perbuatan haram.

Berdasarkan pandangan Islam, peminjam diharuskan membayar jumlah yang jauh lebih tinggi
daripada nilai pinjaman yang diperoleh. Selain itu, sistem tempo waktu yang diterapkan dalam pinjaman
online juga dianggap memberikan kesulitan. Apabila peminjam tidak mampu membayar cicilan atau
melunasi pinjaman, seringkali mereka menghadapi tekanan dan ancaman yang mengganggu (Karina :
2020).

Riba, yang juga dikenal sebagai bunga, merupakan praktik yang dilarang secara tegas dalam
Islam. Hukum mengenai riba ditegaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis. Dalam Al-Quran,
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqgarah (2:275-276):

Pk G g B s 6D 155 €0 ot Y 3 oke
L; pﬂ-\-.n\.n:\[e /0\3 )&Adja;jﬁay\’wgy) %}jgx\}&\&‘ji}}\&

ol o 27 Lo 51 313,55

Artinya : "Demi kutukan orang-orang yang makan riba, mereka itu seolah-olah berdiri di

G

B3 5
ey A

atas permukaan bumi dengan (tidak mengetahui) keadaannya yang berubah menjadi tandus;

orang-orang itu mereka tidak akan beruntung” (2:275).
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Artinya : "Allah menghilangkan riba dan menyuburkan sedekah” (2:276).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:
Loty LSl L b Vbt o Canmy L il i) oy ¢ b 1 Al )

Artinya : "Sesungguhnya Allah melarang riba, dan aku melarang segala penjual dan
pembeli riba, dan aku melarang dua orang yang bertransaksi dalam riba, mereka semua sama
(berdosa)" (HR. Muslim).

Berdasarkan nash-nash tersebut, dapat dipahami bahwa riba dalam bentuk bunga yang
dikenakan pada pinjaman online dianggap sebagai perbuatan yang haram dalam Islam. Riba
menghasilkan keuntungan tambahan tanpa memberikan manfaat yang nyata, dan hal ini bertentangan
dengan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan dalam muamalah.

Dalam praktek pinjaman online, jika terdapat unsur riba, seperti pemberian pinjaman dengan
tingkat bunga yang tinggi dan mengharuskan peminjam membayar lebih dari jumlah pinjaman yang
diterima, maka pinjaman tersebut akan dianggap tidak halal menurut ajaran Islam.

Selain itu, prinsip-prinsip Islam sangat menentang tindakan penagihan yang dilakukan oleh
sebagian pihak pinjaman online (pinjol) dengan menggunakan ancaman, mengungkap rahasia, atau
menyebarkan aib orang yang berutang kepada orang-orang terdekat dan teman-temannya. Hal ini
melanggar etika dan integritas dalam hubungan bisnis serta melanggar hak privasi dan kehormatan
individu.

Dalam Islam, menjaga kehormatan dan privasi orang lain adalah salah satu prinsip yang sangat

penting. Rasulullah saw. bersabda,
5 i) 3 oo it ost Ll e S

Artinya : "Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia
dan di akhirat." (HR. Muslim)

Selain itu, Al-Qur'an juga menganjurkan untuk menjaga kehormatan dan tidak mencela orang lain. Oleh
karena itu, praktik penagihan yang melibatkan ancaman, pengungkapan rahasia, atau pembeberan aib
orang yang berutang adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Hukumnya adalah haram karena

melanggar prinsip keadilan, etika, dan menjaga hak privasi individu.
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Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk pinjol tetapi juga untuk seluruh layanan pinjaman, baik offline
maupun online. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan jika layanan pinjaman mengandung riba,
itu haram. Pinjam-meminjam atau utang-piutang seharusnya dilakukan dalam bentuk akad tabarru’, yaitu
akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan
sumbangan atau bisnis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua layanan pinjaman dianggap haram. Bisnis
pinjaman, baik offline maupun online, dapat dinyatakan halal jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
seperti menghindari riba, memastikan transaksi yang adil, transparan, dan jujur.

Transparansi merupakan prinsip yang penting dalam fikih muamalah dan juga memiliki landasan
dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam, penting bagi pemberi pinjaman untuk memberikan informasi
yang jelas, komprehensif, dan transparan kepada peminjam terkait dengan semua biaya yang terkait
dengan pinjaman yang diberikan.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan keutamaan transparansi dan kejujuran dalam
bertransaksi. Allah berfirman dalam Surah Al-Bagarah (2:283):

b ..5/"/ a1 < 2 & wzbi Zo. 3. < 1 €1£“51°?.a v T A TN PR \. ,3;.3} XP
A s el ) Gl 3l Ui Khis cal H°AB3 Dh 5 K10 5 A e AS o

cale 38 Ly 201y *il6 2 6 Gase 1 0N 156 Y5 %

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berutang dengan utang untuk waktu yang
ditentukan, maka catatlah. Dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulisnya

dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya,

maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu menetapkannya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari

utang itu."

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:
Jy"' w YQ uy;n\.sw k.ﬁg\) Cm‘.&é y fL.Hj ‘\.J‘C 4&5\ k}a 4&5\ J}w) Jb Oj} j:\ D\j) g,g)a- L}j
Blas )y Dlast V] Oladh e ¥y (Blaz) 2215 S ele

Artinya : "Tidak ada transaksi yang dibolehkan kecuali dengan transaksi yang jelas (transparan), dan
tidak ada penjualan yang dibolehkan kecuali dengan penjualan yang jelas (transparan)" (HR.
Ibnu Majah).

Lisyabab, Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e)



Muhammad Sularno dan Muh Asy’ari Akbar 193

Berdasarkan nash-nash tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Islam, transparansi dalam
bertransaksi dianggap sebagai prinsip penting. Dalam konteks pinjaman online, pemberi pinjaman harus
memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada peminjam mengenai semua biaya yang
terkait dengan pinjaman, termasuk biaya administrasi, biaya keterlambatan, dan biaya lainnya. Peminjam
juga harus memiliki akses mudah terhadap informasi ini sebelum mereka mengambil keputusan untuk
mengambil pinjaman. Dengan demikian, dalam perspektif fikih muamalah, transparansi merupakan salah
satu prinsip yang harus dipatuhi dalam pinjaman online agar sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, prinsip risiko dan tanggung jawab dalam pinjaman online juga memiliki landasan
dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Baik peminjam maupun pemberi pinjaman online memiliki tanggung jawab
dalam memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan pentingnya memenuhi kewajiban dan menjalankan

tanggung jawab secara adil. Allah berfirman dalam Surah Al-Ma'idah (5:1):

20 35 A0 el Jod e K g b ¥ A KL S5 s

o

%) ) 8
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Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan-seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul

menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu."

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:
Gl U s nedl 3oLl AU ol Ay ade ) o ) Jgsy JB 52 gl ol Caie 3
ly odlally <Ll

Artinya : "Sesungguhnya seorang penjual yang jujur dan amanah akan berada di sisi Nabi-nabi, orang-

orang yang benar, dan orang-orang yang mati syahid" (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan nash-nash tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Islam, peminjam memiliki
tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang
disepakati. Peminjam harus bertanggung jawab secara finansial dan memastikan bahwa mereka
membayar pinjaman sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pemberi pinjaman online juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pinjaman
dengan pertimbangan yang hati-hati dan menghindari memberikan pinjaman kepada peminjam yang

tidak mampu membayar. Pemberi pinjaman perlu mempertimbangkan kemampuan finansial peminjam
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sebelum menyetujui pinjaman, agar tidak menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi peminjam dan
risiko yang tidak diinginkan bagi pemberi pinjaman.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih muamalah, risiko dan tanggung jawab dalam pinjaman
online harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Peminjam harus mematuhi kewajiban pembayaran
dengan penuh tanggung jawab, sedangkan pemberi pinjaman harus bertanggung jawab dalam
memberikan pinjaman secara bijaksana dan mempertimbangkan kemampuan finansial peminjam.

Prinsip gharar, yang juga dikenal sebagai ketidakpastian, merupakan prinsip yang penting dalam
fikih muamalah dalam Islam. Prinsip ini mengharuskan transaksi bebas dari ketidakpastian yang
berlebihan. Dalam konteks pinjaman online, penting untuk menjelaskan secara jelas dan tegas syarat-
syarat pinjaman dan mekanisme pembayaran agar tidak terjadi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi
kesepakatan pinjaman tersebut.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan keutamaan ketepatan dan ketegasan dalam
bertransaksi. Allah berfirman dalam Surah Al-Bagarah (2'282)'

R R PNERINE S SN AP ST 5,3%%&;\33\3\;1;\;,;;3\\;3
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Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu
yang ditentukan, maka catatlah transaksi itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menulis dengan jujur, dan janganlah ia enggan menulis, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan
kepadanya, hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu menetapkannya,
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya, dan janganlah ia menguranginya. Jika
yang berhutang itu orang yang lemah, atau orang yang tidak berakal, atau anak-anak, maka

wali-walilah yang menuliskannya dengan adil."
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Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:
Slelre (3 W dons® Sblas s il ) o)y S (3 sy 4 A Lo Al Jgeny JB

Kigmef 221,

Artinya : "Tidak ada transaksi yang sah kecuali dalam transaksi yang jelas (pasti)" (HR. Bukhari dan
Muslim).

Berdasarkan nash-nash tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Islam, penting untuk
menghindari ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Dalam pinjaman online, syarat-syarat pinjaman
dan mekanisme pembayaran harus dijelaskan secara jelas dan tegas agar tidak ada ketidakpastian yang
dapat mempengaruhi kesepakatan pinjaman. Peminjam dan pemberi pinjaman harus memahami dengan
jelas hak, kewajiban, dan konsekuensi yang terkait dengan pinjaman tersebut.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih muamalah, prinsip gharar atau ketidakpastian dalam
pinjaman online harus diperhatikan dengan menjelaskan secara jelas dan tegas semua syarat-syarat
pinjaman dan mekanisme pembayaran agar transaksi tersebut bebas dari ketidakpastian yang

berlebihan.

Analisis Pinjaman Online Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor
117/DSNMUI/11/2018. Fatwa ini berkaitan dengan layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi
yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut fatwa tersebut, layanan pembiayaan berbasis Teknologi
Informasi adalah jenis bisnis keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Layanan ini menggunakan
jaringan internet untuk menghubungkan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan melalui sistem
elektronik. Untuk menghindari riba dan kerugian yang bertentangan dengan syariah dalam situasi ini,
layanan pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah (Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik, 2019 :
205-218).

Penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan adalah subjek hukum dalam
layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi. Layanan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip
syariah menggunakan berbagai akad, seperti jjarah, bai', musyarakah, mudharabah, Qardh, dan wakalah
bil ujrah. Untuk memastikan bahwa semua transaksi ini dilakukan secara elektronik, tanda tangan
elektronik dan sertifikat elektronik harus asli dan sah (Lestari et al).

Biaya yang dikenakan dalam layanan ini menggunakan sistem ujrah, dengan catatan bahwa
biaya tersebut harus sesuai dengan prinsip ijarah. Biaya operasional teknologi finansial berasal dari ujrah
yang dibebankan kepada pelanggan yang menggunakan layanan pembiayaan berbasis Tl yang

berprinsip syariah.
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Beberapa model layanan pembiayaan berbasis Tl termasuk pembiayaan anjak piutang,
pembiayaan pengadaan barang untuk reseller online, pembiayaan pengadaan barang pesanan,
pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan pengadaan barang e-commerce dengan gateway
pembayaran, dan pembiayaan pegawai. (Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik, 2019 : 205-218.)

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/I1/2018, jenis pembiayaan yang disebutkan
di atas dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Setiap jenis pembiayaan memiliki perjanjian yang
berbeda untuk diikuti. Misalnya, untuk pembiayaan anjak piutang, akad wakalah bil ujrah dan Qardh
digunakan (Nurlaila Hasna, 2018 : 241-266). Pemberi pembiayaan bertindak sebagai muwakki dan
penyelenggara bertindak sebagai wakilnya. Melalui akad Qardh, penyelenggara dapat memberikan dana
talangan kepada penerima pembiayaan. Penyelenggara berhak menerima ujrah dan Qardh dari penerima
pembiayaan, yang kemudian harus diserahkan kembali kepada pemberi pembiayaan.

Akad wakalah bil ujrah juga digunakan untuk membiayai pengadaan barang untuk reseller online.
Sebagai muwakkil, penyelenggara bertindak sebagai perwakilan dari pemberi pembiayaan. Namun, yang
membedakan mereka adalah perjanjian yang dibuat antara penyelenggara dan penerima pembiayaan.
Contohnya adalah musyarakah, mudharabah, atau jual beli (Fajrina Eka Wulandari, 2018 : 241-266).
Imbalan yang diberikan kepada penyelenggara tidak sama karena akadnya. Sebagai wakil dari pemberi
pembiayaan, penerima pembiayaan memberikan margin atau bagi hasil kepada penyelenggara. Pokok
pembiayaan juga harus dikembalikan kepada pemberi pembiayaan melalui penyelenggara.

Pembiayaan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang dengan pesanan pembelian, atau
purchase order, dan pembiayaan melalui gateway pembayaran menggunakan akad yang sama dengan
pembiayaan kepada penjual online. Daripada jenis pembiayaan lainnya, pembiayaan berbasis komunitas
mencakup lebih banyak akad(Cindi Husna Pratiwi : 2020). Meskipun penyelenggara dan pemberi
pembiayaan menggunakan akad wakalah bil ujrah, penerima pembiayaan dan penyelenggara dapat
menggunakan berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah,
musyarakah, dan jual beli, akad lain. Penerima pembiayaan me Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-
MUI/IX/2018 mengenai pinjaman online menyatakan bahwa praktik ini dapat diterima secara syariah jika
memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pinjaman online merujuk pada proses peminjaman uang
melalui platform digital. Fatwa ini menegaskan bahwa pinjaman online harus bebas dari riba, yang
dilarang dalam Islam, dan pengembalian pinjaman harus didasarkan pada prinsip bagi hasil atau
pembiayaan mudharabah. Selain itu, transparansi dan keadilan juga menjadi prinsip penting yang harus
dijunjung tinggi dalam pinjaman online, dengan persyaratan dan biaya yang jelas bagi peminjam.
Tanggung jawab sosial juga ditekankan, di mana pinjaman online harus memberikan manfaat bagi
masyarakat dan digunakan untuk tujuan yang halal. Regulasi yang ketat dan pengawasan menjadi

perhatian dalam fatwa ini, dengan lembaga atau platform pinjaman online harus memperoleh izin dan
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tunduk pada pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Akhirnya, fatwa
ini juga memberikan peringatan mengenai risiko yang terkait dengan pinjaman online, termasuk risiko
keuangan dan penyalahgunaan, sehingga individu harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan
bijaksana sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman online.mbayar pokok pembiayaan
beserta imbalan berupa margin.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018, pinjaman online harus sesuai dengan
prinsip syariah. Penerima pinjaman diwajibkan untuk mengembalikan uang sesuai dengan waktu dan
cara yang telah disepakati sesuai dengan akad Qardh, yang merupakan akad pinjaman yang sah dalam
Islam. Salah satu prinsip utama dari pinjaman online yang sesuai dengan syariah adalah larangan riba.
Riba dilarang dalam Islam, dan oleh karena itu, pinjaman online harus menghindari memberikan bunga
atau keuntungan tambahan yang dapat bertentangan dengan prinsip riba.

Selain riba, pinjaman online yang sesuai dengan syariah juga harus menghindari gharar atau
ketidakpastian yang berlebihan. Prinsip gharar menekankan pentingnya kejelasan dalam syarat-syarat
pinjaman dan mekanisme pembayaran yang harus disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak.
Prinsip berikutnya yang harus dipatuhi dalam pinjaman online adalah larangan terhadap maysir atau
perjudian. Pinjaman online harus digunakan untuk tujuan yang jelas dan tidak melibatkan spekulasi atau
unsur perjudian yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Tadlis atau manipulasi informasi juga harus dihindari dalam pinjaman online yang sesuai dengan
syariah. Pemberi pinjaman harus memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada peminjam
tentang semua biaya, syarat-syarat, dan risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut.

Dalam pinjaman online yang sesuai dengan syariah, dharar atau bahaya yang tidak seimbang
harus dihindari. Pinjaman online tidak boleh memberikan beban yang tidak proporsional atau merugikan
salah satu pihak secara tidak adil. Prinsip zhulm atau perlakuan zalim juga harus dihindari dalam
pinjaman online. Pemberi pinjaman harus memperlakukan peminjam dengan adil dan tidak
mengeksploitasi situasi atau kebutuhan finansial mereka.

Selain itu, pinjaman online yang sesuai dengan syariah harus menghindari transaksi haram.
Artinya, pinjaman tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti

perjudian, alkohol, atau bisnis yang dilarang oleh agama.

Kesimpulan

Penelitian ini membahas fenomena pinjaman online atau pinjol dalam perspektif fikih muamalah,
khususnya dengan mempertimbangkan analisis Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Pinjaman
online dinilai sebagai solusi keuangan cepat namun banyak menimbulkan masalah, terutama terkait

tingginya tingkat bunga yang dikenakan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.
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Dalam perspekiif fikih muamalah, praktik pinjaman online yang menerapkan tingkat bunga tinggi dianggap
haram karena melibatkan riba. Riba, yang diharamkan baik dalam Al-Quran maupun Hadis, tidak sesuai
dengan prinsip keadilan dan persamaan dalam muamalah. Peminjam diharuskan membayar lebih dari
jumlah pinjaman, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, penagihan pinjaman online yang
melibatkan ancaman, pengungkapan rahasia, atau pembeberan aib individu dianggap melanggar etika,
integritas, dan hak privasi menurut ajaran Islam. Menjaga kehormatan dan privasi orang lain merupakan
prinsip penting dalam Islam. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 menegaskan bahwa pinjaman
online dapat diterima secara syariah jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pinjaman harus
bebas dari riba, transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, regulasi yang
ketat dan pengawasan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
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